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ABSTRACT 

This study examines the implementation of the non-refoulement principle by the International Organization 
for Migration (IOM) in Pekanbaru, Riau, in addressing the growing number of international refugees, particularly 
from Afghanistan, Syria, and the Rohingya. This principle prohibits the return of individuals to their home countries 
if they face risks of persecution or inhumane treatment. Using a qualitative method through a combination of 
literature review and field case studies, the research finds that although IOM has provided protection through basic 
services, registration, and psychosocial support, significant challenges remain, including the lack of binding national 
regulations, limited shelter capacity, weak inter-agency coordination, and rising social tensions from local 
communities. Additionally, the unregistered status of some refugees with UNHCR or IOM limits their access to 
proper assistance, increasing the risk of human rights violations. Therefore, strong synergy between the government 
and international organizations is crucial to establish a more comprehensive and just refugee protection system. 
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PENDAHULUAN   

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang 
asing, terutama pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayahnya. Sebagai negara transit, keberadaan 
pengungsi memiliki potensi menimbulkan permasalahan, terutama terkait perlindungan hak-hak 
mereka sesuai hukum nasional dan internasional yang dianut oleh Indonesia (Asti, 2017; Kevin, 2017). 
Isu pengungsi menjadi perhatian global karena terus berkembang akibat kondisi buruk di negara asal 
mereka, seperti krisis politik, sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Di Indonesia, peningkatan 
jumlah pengungsi menjadi kekhawatiran tersendiri yang memerlukan penanganan secara manusiawi 
(Jatyputri, 2015). 

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, negara-negara tujuan berkewajiban menjamin 
perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan pengungsi atas dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, 
dibentuklah hukum pengungsi internasional yang berkembang secara bertahap, terutama berdasarkan 
pengalaman negara-negara Eropa. Perlakuan terhadap pengungsi yang awalnya bersifat darurat 
kemudian berkembang menjadi bentuk perlindungan jangka panjang (Wagiman, 2012). Sejak Konvensi 
Pengungsi 1951, pengungsi diakomodir secara universal melalui instrumen hukum internasional 
(Konvensi Internasional, 1951). 

Hak-hak pengungsi diatur oleh organisasi internasional seperti International Organization for 
Migration (IOM) dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). IOM merupakan 
organisasi antar-pemerintah yang berdedikasi untuk mempromosikan migrasi manusiawi dan teratur, 
serta menegakkan martabat dan kesejahteraan migran (Syalsabila, 2023). Konstitusi IOM mengakui 
keterkaitan antara migrasi dan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya (40 Tahun IOM di 
Indonesia, t.thn.). Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, dan 
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hanya mengandalkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yang mengatur pedoman teknis 
penanganan pengungsi dan koordinasi antara pusat dan daerah (Hanivah, 2020). 

Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, menjadi salah satu wilayah yang banyak didatangi 
orang asing karena letaknya dekat dengan Singapura dan Malaysia. Masuknya pengungsi ke wilayah ini 
membawa dampak positif seperti peningkatan pendapatan negara, namun juga dampak negatif berupa 
terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat (Marlina, 2021). Sebagian besar pengungsi masuk 
melalui pelabuhan resmi dan ilegal, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap 
aktivitas mereka agar potensi ancaman bisa diminimalisir. 

Lonjakan pengungsi antara 2023 hingga 2025 di Pekanbaru menimbulkan tantangan dalam 
penerapan prinsip non-refoulement. Ketegangan sosial muncul akibat gesekan antara pengungsi dan 
masyarakat lokal, terutama karena tindakan seperti meminta-minta atau mengambil hasil kebun warga 
(Antara News, 2024). Upaya relokasi ke wilayah Palas, Rumbai Barat, terkendala oleh belum adanya 
persetujuan dari IOM pusat dan minimnya infrastruktur dasar (Riau Pos, 2024; Antara News, 2025). 
Sebagian pengungsi bahkan belum terdaftar di UNHCR maupun IOM, sehingga tidak mendapat 
bantuan dan sulit diverifikasi (Riau1.com, 2024). 

Prinsip non-refoulement adalah norma fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang 
melarang pengembalian pengungsi ke negara asal jika mereka berisiko mengalami penganiayaan, 
penyiksaan, atau hukuman mati. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 dan 
Protokol 1967 (UNHCR, 1951) dan diakui sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat, 
termasuk bagi negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut (Goodwin-Gill, 2008). Prinsip ini juga 
tercermin dalam Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (CAT). 

Dalam konteks pengungsi Rohingya di Pekanbaru, penerapan prinsip non-refoulement 
menghadapi tantangan nyata. Ketegangan sosial antara pengungsi dan warga semakin intens akibat 
aktivitas pengungsi yang dianggap mengganggu (Antara News, 2024). Rencana relokasi pun terhambat 
oleh belum lengkapnya infrastruktur dan koordinasi antar-lembaga (Riau Pos, 2024; Antara News, 
2025). Tanpa pengelolaan yang baik, relokasi bisa memperburuk kondisi pengungsi dan melanggar hak 
dasar mereka. Tambahan lagi, masalah verifikasi dan registrasi membuat sebagian besar pengungsi tidak 
mendapatkan akses layanan dasar, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan pengungsi 
(Riau1.com, 2024). 

Penelitian ini penting untuk mengevaluasi implementasi prinsip non-refoulement oleh IOM 
Pekanbaru dalam menangani pengungsi asing secara umum, bukan hanya etnis Rohingya. Mengingat 
keterbatasan kapasitas penampungan dan terus meningkatnya jumlah pengungsi, penting untuk 
mengidentifikasi hambatan dalam perlindungan, seperti ketegangan sosial, kendala relokasi, dan 
masalah verifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan 
kebijakan yang lebih baik dan efektif dalam penanganan pengungsi di Indonesia secara menyeluruh. 
  
METODE   

Dalam Pembuatan penelitian ini, peneliti yang saya lakukan menggunakan tipe survey deskriptif, 
dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk 
mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal 
dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, 
seperti mengajukan pertanyaan pertanyaan dan prosedur prosedur, mengumpulkan data spesifik dari 
para partisipan, menganalisis data secara induktif.  

Dalam perkembangan ilmu yang dijabrkan oleh dr.muhammad idrus dalam buku metode 
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penelitian ilmu-ilmu sosial (pendekatan kuantitatif dan kualitatif), menurut Muhajiri(1990) 
menyatakan serta menyarakan bahwa menggunakan pendektaan kualitatif dalam penelitian ilmu sosial.  
Dimana dari pendekantan kualitatif inilah yang selanjutkan dikembangkan oleh mahzab baden, yang 
beranggapan bahwa dunia ini dibedakan antara dunia kealaman dan kerohanian. 
 
PEMBAHASAN  
Implementasi Prinsip Non-Refoulement oleh IOM di Pekanbaru 

Prinsip non-refoulement merupakan inti dari hukum pengungsi internasional yang melarang 
pemulangan paksa individu ke wilayah asal jika mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, 
atau perlakuan tidak manusiawi. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 dan 
Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (CAT). Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, 
prinsip ini tetap diimplementasikan melalui pendekatan kebijakan dan kerja sama internasional. Di 
Pekanbaru, IOM berperan sentral dalam menjamin prinsip ini tetap dihormati (Mellawati & Ash 
Shiddiqy, 2025). 

IOM menjalankan berbagai program perlindungan seperti penyediaan tempat tinggal 
sementara, layanan kesehatan, bantuan psikososial, pendampingan hukum, serta pelatihan 
keterampilan bagi pengungsi. Dalam implementasinya, IOM bekerja sama dengan Rumah Detensi 
Imigrasi (Rudenim) dan UNHCR untuk menangani pengungsi secara komprehensif (Mellawati & Ash 
Shiddiqy, 2025). Koordinasi ini berjalan berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, yang 
menjadi dasar administratif meskipun belum terdapat kerangka hukum substantif nasional. Menurut 
Exzel (2024), pelaksanaan prinsip non-refoulement di Indonesia lebih bersifat praktik moral ketimbang 
berbasis yuridis formal. 

IOM di Pekanbaru berhasil mencegah deportasi atau pemulangan paksa terhadap pengungsi 
yang terdaftar, meskipun menghadapi tekanan dari masyarakat lokal dan keterbatasan fasilitas. Dalam 
konteks ini, IOM bertindak sebagai penengah antara kepentingan pengungsi dan kebijakan lokal 
(Lathifah et al., 2025). Namun, tantangan struktural tetap ada, seperti ketergantungan pada sumber 
daya terbatas dan dukungan yang belum maksimal dari pemerintah daerah. Sri et al. (2024) 
menekankan bahwa tanpa dukungan hukum nasional yang jelas, prinsip ini berisiko menjadi praktik 
informal yang rentan terganggu oleh dinamika politik. 

Pelaksanaan prinsip non-refoulement masih sangat bergantung pada kerja sama informal antara 
IOM dan otoritas lokal. Ketidaksinambungan kebijakan sering terjadi, terutama ketika ada pergantian 
kepemimpinan atau perubahan kebijakan di tingkat daerah. Akibatnya, pengungsi menghadapi situasi 
yang tidak pasti, baik dari segi tempat tinggal maupun akses layanan dasar (Giran, 2024). Ini 
menunjukkan belum adanya sistem kelembagaan nasional yang stabil untuk menjamin perlindungan 
jangka panjang. 

Prinsip non-refoulement tidak hanya melarang pemulangan paksa, tetapi juga menuntut jaminan 
kehidupan yang manusiawi bagi para pengungsi. Banyak dari mereka menghadapi tekanan psikologis, 
keterbatasan ekonomi, dan keterasingan sosial. Rahmadita & Tutrianto (2024) mencatat bahwa 
minimnya akses terhadap aktivitas produktif menimbulkan tekanan mental yang serius. Maka, 
perlindungan yang bermartabat dan menyeluruh harus menjadi bagian integral dari implementasi 
prinsip ini. 

Keberhasilan pelaksanaan non-refoulement oleh IOM tidak bisa terus-menerus bergantung pada 
organisasi internasional. Jika suatu saat IOM menghentikan operasinya atau pendanaan berkurang, 
tidak ada jaminan perlindungan berkelanjutan. Karena itu, Mardiyanto (2024) mendorong pemerintah 
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Indonesia untuk segera mengadopsi kerangka hukum yang kuat dan eksplisit, agar prinsip ini tidak 
hanya dijalankan melalui pendekatan administratif, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang 
mengikat. 

 
Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Implementasi Prinsip Non-Refoulement Di Pekanbaru 
Riau 

Salah satu tantangan utama dalam implementasi prinsip non-refoulement oleh IOM di Pekanbaru 
adalah terbatasnya infrastruktur penampungan yang layak. Banyak pengungsi harus tinggal di rumah 
kontrakan atau bahkan di tenda-tenda darurat di sekitar Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), karena 
tidak tersedia tempat tinggal resmi dari pemerintah. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip dasar 
perlindungan martabat manusia yang melekat pada prinsip non-refoulement (Lathifah et al., 2025). 

Tantangan administratif juga sangat krusial, terutama dalam proses registrasi dan verifikasi 
pengungsi. Banyak pengungsi belum terdaftar secara resmi di UNHCR maupun IOM, sehingga tidak 
mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum. 
Keadaan ini membuat posisi hukum mereka lemah dan rawan terhadap risiko deportasi maupun 
kekerasan struktural. Sri et al. (2024) menekankan bahwa lemahnya sistem pencatatan status pengungsi 
mengancam keberlangsungan perlindungan jangka panjang, khususnya saat terjadi perubahan 
kebijakan nasional. 

Ketegangan antara pengungsi dan masyarakat lokal menjadi tantangan sosial tersendiri. 
Masyarakat Pekanbaru di beberapa wilayah mengeluhkan perilaku pengungsi yang dianggap 
mengganggu ketertiban umum, seperti meminta-minta atau menggunakan fasilitas publik tanpa izin. 
Giran (2024) mencatat bahwa kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima kehadiran pengungsi 
memperburuk proses integrasi sosial. Bahkan, beberapa kelompok menggunakan ketegangan ini untuk 
menolak relokasi pengungsi, seperti yang terjadi pada rencana pemindahan ke Palas, Rumbai Barat. 

Selain masalah fisik dan administratif, dimensi psikologis para pengungsi juga sangat 
memprihatinkan. Ketidakpastian status hukum, kondisi hidup yang tidak stabil, dan keterbatasan akses 
terhadap pekerjaan atau pendidikan menyebabkan gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, hingga 
depresi. Beberapa pengungsi di Pekanbaru bahkan dilaporkan melakukan mogok makan dan percobaan 
bunuh diri sebagai bentuk protes terhadap lambannya proses pemindahan (Rahmadita & Tutrianto, 
2024). Ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan belum menyentuh aspek kesejahteraan 
mental secara menyeluruh. 

Tantangan paling mendasar adalah belum adanya regulasi nasional yang secara eksplisit 
mengatur status hukum dan kewajiban negara terhadap pengungsi. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 
2016 hanya mengatur aspek teknis dan administratif, bukan perlindungan hukum substantif. 
Mardiyanto (2024) menegaskan bahwa ketiadaan undang-undang khusus membuat perlindungan 
terhadap pengungsi sangat bergantung pada inisiatif dan pendanaan dari aktor internasional seperti 
IOM dan UNHCR. Tanpa dasar hukum yang kuat, prinsip non-refoulement berisiko tidak 
diimplementasikan secara konsisten di masa depan 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip non-refoulement oleh IOM Pekanbaru telah 
berjalan secara fungsional melalui berbagai program perlindungan, seperti penyediaan tempat tinggal 
sementara, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pendampingan psikososial. Meskipun Indonesia 
belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, prinsip ini tetap diterapkan melalui 



JurnalKajianPemerintah(JKP) 
Journal of Government, Social and Politics 
Volume 11 Number 2 Oktober 2025 

P-ISSN:2442-7292 

E-ISSN:2721-9232 
 
 
 

435 
 

Perpres No. 125 Tahun 2016 serta kerja sama dengan UNHCR dan Rumah Detensi Imigrasi 
(Rudenim). 

Namun demikian, perlindungan terhadap pengungsi masih sangat bergantung pada peran IOM 
dan UNHCR karena belum adanya dasar hukum nasional yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan 
sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat lokal, dan organisasi internasional untuk 
memperkuat penerapan prinsip non-refoulement secara komprehensif dan berkelanjutan.  
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